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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR I TAHUJN 20O8 

TENTANG 

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NONOR 821 1/52 TAHUN 2002 
TENTANG KE TENTUAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIP IL (PNS) YANG 

ME NCALONKAN DANIA TAU ME NJADI PE TINGGII PERANGKAT DESA 

BUPATI JEPARA 

Marimbang 

Mengingat f 

a batwaPegawar Negeni Sipa (PNS) adalah bagian dart warga 
masyarakat dan mempunyai hak yang sarmna yaitu hak untuk 
memmilih dan hake untuk dipiih, termasuk hak untuk digitih 
menjae$ Petinggi atau diangkat menjai Perangkat Desa 

b batwa untuk mark.sud terse.but hurua, dan tetap ten)@min0a 
hak hak Pegawai Negeni Sip (PNS) mnaka perlu meninjau 
kembant Keputusan Bupati Jepara Nornor 21 1/62 Tahun 
2002 tentang Ketertuan Bagi Pegawair Negeni Sip (PNS) 
yang Mencalonkan da / atau Menjaq Petinggi/ Perangkat 
0esa 

Undang-Undang Nomor 13 Tanun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Ling#ungan 
Peopinsi Jawa Tengah 

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tang Pok0k 
pokok Kepegawaian (Lembran Negara Repubhik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55 Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norge 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang Undang Nomor 43 Tanun 1999 tentang 
Pokok pokok Kepegawaian (Lerbaan Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nmor 169 Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 3890) 

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tatu 200A Narmor 125 Tanbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Namer 4437) sebagaiman1a 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20OS 
tentan Penetapan Peraturan Pererintah Peng@anti 
Undang-Undang Nomar 3 Tatun 2003 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
emerintah Daerah Mernijadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahu 20O Nomor 108 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548) 
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Menetapkan 

4 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan tnomi Daerah 
Nomor 8 Tahun 20O1 tentang Pedoman Bagi Pegawail 
Negeni Sipil Yang Dipilih Menijadi Kepala Desa atau Dipilih / 
Diangkat Meniadi Perangkat 

5. Peraturan Darah kabupaten Jepara Nome 4 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pencalonan Peritihan dan Pelanbikan 
Petinggi(Lembaran Daerat Kabupaten Jepara Tahun 20OT 
Nomor 4) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI JEPA#A TENTANG PENCABUTAN 
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR 821 1/52 TAHUN 2002 
TENTANG KETENTUAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 
YANG MENCALONKAN DAN'ATAU MENJADI PE TINGGN 
PERANGKAT DESA 

asal l 

Keputusan Bupati Jepara Norr 821 1/52 Tahun 20O2 tentang Ketentuan Bagi 
Pegawai Negeni Sipi (PNS) Yang Mencalonkan da /Menjadi Petinggit Perangat 
Desa, dicabut dan dinyatalk.an tidak berlaku 

Pasal ll 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal itetapkan dan mempunyat daya laku 
surut sampai dengan tanggal 1 Desember 200T 

Agar setiap orang dapat mengetahuinrya memenintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten Jepara 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
Pada tanggal s fir ua co? 

SEKRE TARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

M. EFFENDI 

BERRITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 20O8 NOMORR 


